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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 107 TAHUN 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KI-IUSUS IBUKOTA JAKARTA,

o

Menimbang a. bahwa Peraturan Gubernur Nemer 120 Tahun 2011 telah diatur
mengenai Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal I Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nemer 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
mengatur mengenai kaidah-kaidah pengelelaan keuangan. daerah,
pertanggungjawaban atas kempenen perjalanan dinas sehingga
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam nuruf a, perlu
di!akukan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diriiaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan. Gube'n'Jr tentang Perjalanan
Dinas Dalam dan Luar Negeri;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1974 tentang Pekek-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer
43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomer 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;

3. Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomer 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nemer 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Previnsi
Daerah Khusus Ibuketa Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia
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6. urkdang-y.Iildang NOmO:] 1;2 Tahun 2011 tentang Pembentukan
P~raturari Perundangan-ind,?ngan;

7. Pjaturan Pemerintah ~ompr 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
P,-tokoler dan KeUanga~~jmPinan dan Anggota Dewan Perwakilall'l
R !kyat Ipaerah sebagai a:~a telah beberapa kali diubah terakhiir
d ngan Peraturan Pemeri tan Nomor 21 Tahun 2007;

i
8. Pt'aturan Pemerintah Npmor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

K uangari Daerah; I
I

9, P~rat~ra~ ,;emerintah Noror 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negen SIPI.; i

I
p~Taturan Menteri DGila~l Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
P .doman I?engelolaan K uafilgan Daerah sebagalmana telah beberap:a
k\i diubah terakhir deng1n Reraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
T hun 20'11; ,, , I,

I

Po/aturan Menteri Dalaf' Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang
p,p.'oman .perjalanan .Di a$ Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di
Li~gkungal'l Kementeria Oalam Negeri, Pemerintah Daerah dan
Pimpinan: Serta Anggota e'>'i/an Perwakilan Rakyat Daerah;

I t

ptraturan. Menteri KeUan!'al1l Nomor 37/:MK.02l2012 tentang Standar
Bl ya Tat'\un Anggaran 2013 sebagalmana telah diubah dengal'1
P aturan Menteri Keuan an~ Nomor 31/PMK.02/20 13; ~'

13. p~aturan Menteri DaIGi; Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
P oman .Penyusunan 11\' aran Pendapatan dan Belanja Daerah
T· pun ArQgaran 2013 s b~aimana telah diubah dengan Peraturan
M~nteri Qalam Negeri NOro:r 16 Tahun 2013;

14. P¢raturanDaerah Nomr ,~ Tahun 2004 tentang Keprotokolan di
prbpinsi Elaerah Khusus,rukota Jakarta;

t • i
15. P

t
,aturan Daerah NOfTjor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

P gelol<;lan Keuangan Dj3erah;

16. P Taturan Daerah Nomorj1O Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Dferah; :

17. p~aturan. Gubernur NO~Of 44 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
HtbUngan Sister City; ,

18, P~.raturan Gubernur No~or 92 Tnhun 2011 tentang Pegawai Tidak

T1tap
; :

19. P~!aturan Gubernur N~Qr 37 Tahun 2,311 tentang Tata Cara
P~laksanaan Anggaran P~nd;apatan dan Belanja Daerah;

:, '

20, P~raturan Gubernur NOr.1fr 69 Tahun 2011 ~entang Standar Biaya;
1 ;

i MEMUT~SKAN:
, 1

PERAlruRA!,! GUBERNUR T¢NTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN
LUARINEGERL ;

! .

12.

11.

10.

Menetapkan
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K~T8NTUAN UMUM

i

I
adan Pendidikan da~ p'<elatihan adalah Badan Pendidikan dan
elatihan Provinsi Daer~h Khusus Ibukota Jakarta.,

I

~
.iro Kepala Daerah da~ ~rjasama Luar Negeri adalah Biro Kepala
aerah . dan Kerjasamljl ~uar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi
aerah Kihusus Ibukota Uak<lrta. •

.. ! .

I . 1

~
iro Pendidikan dan ~ental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan
,ental Spiritual Sekret,riat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
al<arta. ', .

,ekretari\3t DPRD ad~lah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
'Iaerah ipfOvinsi Daerah !KM/.lSUS Ibukota Jakarta.

,.adan ~pegawaian daer,ah' adalah Badan Kepegawaian Daerah
rovins~ Daerah Khususl,lbulkota Jakarta.

9.

13.

12.

11.

10.

I
I Pasal 1
I

Dala+ Peratillran Gubernur in~ yang dimaksud dengan :
I f

1. ~emerin.t2h Pusat yang ~ielanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
If\epubli~ lndonesia. yang m~~egang ~ekuasaan pemerintahan negara
ljiepubhk Indonesia s \3galmana dlmaksud dalam Undang-Undang
jasar Negara Republik I~doriesia Tahun 1945.

2. jaerahadalah Provinsi ~aerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Illemerirntahan Daerah ~dalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
.eh Pernerintah Dae;h ,dan Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah

,l1lenurut asas otonomi n tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
~luas-10asnya dalam s st~m dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Ir.done~ia sebagaiman1. Iilimaksud dalarn Undang-Undang Dasar

~
egaraHepublik Indonerl8,Tahun 1945.

4. :emerirntah Daerah ad5lah, Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
rsur p61'lyelenggara P,marintahan Daerah.

5. ~ubernur adalah Kepa/a ·paerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
iakarta. I

6. ~ewan flerwakilan Rak~at fDaerah yang selanjLJtnya disingkat DPRD
falah !Dewan Perwaki/an' Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
,rukota Jakarta. !

7. lljerang~a1 Daerah adal~h Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibu,kota :Jakarta, i

8. $,ekretaris Daerah adal~h Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta. I
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14.

4
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latuan Kerja perangk4.t l)laerah yang selanjut"ya disingkat SKPD
dalah $atuan Kerja ,erangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta. :,

Q)

,
!
!

,,

Q)

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

adan Organisasi Inte~iasional adalah orgahisasi di bawah naungan
,erseri~atan Bangsa- anQsa (PBB) dan organisasi internasional
I~innya . 'yang eksiste, sil\lya diakui oleh Pemerintah Republik
l~doneSla.! .

~embaga Non pemerint~h pdalah LembagaiPerusahaan ~wasta yang
rrdomlsili di dalam negj6ri'maupun di luar negeri.

im pelil~.aring adalah i'im iPenyaring bagi Pejabat dan/atau Pegawai
.emeri~tah Provinsi Da r,C!~ Khusus Ibukota Jakarta yang dicalonkan
ntuk bertugas ke Luar eg;eri.

i .
ejabat adalah peg~'wa!i Pemerintah Daerah atau Pegawai
emerirut?h Pusat yang l111enduduki Jabatan Struktural atau Jabatan
ungsiQr\a1 pada Pemer,ntatl Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

.~.,egaW9i .adalah pegatai. Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
rOVinSi Daerah Khususllbukota Jakarta.

ukan Pl;lgawai adalah ~raf1g selain Pejabat atau Pegawai, Pimpinan
,an An~gota DPRD, Pf<!l/vai Tidak Tetap Pemerintah Daerah yang
endaiia't penugasan art Gubernur atau Pejabat yang berwenang

.ntuk melakukan perjal an dinas. .

.egawai Tidak Tetap y~ng.iSelanjutnya disingkat PIT adalah pegawai
~ng di?l!l~kat berdasarf~!'l~ Keputusan Gubernur untuk jangka waktu

tertentu' guna melaksaTalGin tugas yang bersifat khusus (tertentu)
\:lsuai dengan kebutuha;n.

I

,erjalanan Dinas adala~ P€lrjalanan yang dilakukan oleh Pejabat atau
!egawai, Pimpinan da~ Anggota DPRD, PIT dan Bukan Pegawai
ialam rangka mela~sal!lakan tugas kedinasan berdasarkan
,enugasan dari Pemerirljtah'Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
. ,

+erjalanan Dinas Dala~ qan Luar Negeri adalah perjalanan dinas
~ng dilaksanakan oleh rejabat atau Pegawai, Pimpinan dan Anggota
IjJPRD, PTT dan Bukan If'egawai di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.
, '
I

Ff:erjalanan Dinas Lu~r Negeri adalah. pe.rjal~nan dinas yang
q!laksanakan oleh PeJ'lba~ atau Pegawal, Plmplnan dan Anggota
QlPRD, PIT dan Bukan Ij'eg;:lwai di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.

~apat'Kerja adalah pert~muan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Ifusat dan/atau Pemerirtah Daerah lain dalam rangka membahas
~esuatu'ma:;alah atau mj6laksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. ,
,
~unjungan Persahabatar adalah kunjungan yang dilaksanakan dalam

~
ngka persahabatan alau kerja sarna antar Negara, antar Daerah

an/atau antar Kota, 9 na memenuhi undangan untuk berkunjung
an/atau dengan mentrillil misi olahraga/kesenian/pariwisata dan
ebudayaan. :
I
,

i
[

i
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ugas 'P,El,lajar adalah p~inllgasan kepada Pejabat atau Pegawai, untwk
, engiktJti suatu pendi ikafJ tertentu baik di dalam maupun di luar
egari, guna mempero eA' i1mu pengetahuan yang diperlukan oleh

"emerintah Daerah. ,
!

~tudi a,andin9, adalah ~IuaJu kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat,
?egaw~idan/atau Buk npegawai berupa kunjungan untuk melihat
an m~rwbandingkan c rra: pelak~anaan pekerjaan atau pemecahan
asala~ ,tertentu yang asQnya akan menjadi masukan dalam rangka

eningkatan/penyempurraah pelaksanaan berbagai program kegiatan.

I
endalariian Bidang ~h"ekniS adalah kegiatan pertemuan yang· , - ,
liselen~garakan dala r4ngka pendalaman sesuatu bidang i1mu
,engetCit,.uan atau me nal:>ah wawasan, melalui seminarllokakaryal
, nferehsi/pertemuan p ofesi dan sejenisnya.

1 . to
1

elatihan, adalah suat~ke;giatan yang dilakukan oleh Pejabat atau
,egawai" PTT danIa ,au Bukan Pegawai berupa pendalaman
'terampilan untuk eningkatkan kemampuan, wawasan dan
'-ahliamdalam rangk~ rt\enunjang penyelesaian tugas kedinasan

rang dilaksanakan dalarr waktu tertentu.
· ', ,

;

'ang Harian Perja'an4n Dinas Dalam Negeri adalah uang yang
ibayarkan kepada Pejiba~, Pegawai, PH' dan/atau Bukan Pegawai
ntuk mendukung pelak~aAaan perjalanan dinas yang mencakup uang

~Iakan, uang saku d n transportasi lokal, besarnya disesuaikan
I'enganketenluan biaya PEllijalanan dinas.

~ang Harian Perjalanfn Dinas Luar Negeri adalah uang yang
~jbayarkan kepada pej~bat. Pegawai, PTT dan/atau Bukan Pegawai
~ntuk mendukung pel ks'!naan perjalanan dinas yang mencakup
tpJaya akomodasi, uan rmakan, uang saku dan transportasi lokal,
~esarnya disesuaikan dEfng<ln ketenluan biaya perjalanan dinas.
I ,

~mpsum adalah uang \: yapg dibayarkan kepada Pejabat, Pegawai,
~n dan/atau Bukan PEjgawai untuk mendukung pelaksanaan
~rjalanan 'yang besarny~ disesuaikan ddngan ketentuan biaya

~
rjalanan dinas. I

iaya R(i! adalah biaya y~ng dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran
f1ng sah.

~urat Tu,gas Perjalan~n pinas adalah surat penugasan kepada
\ejabatatau Pegawai, ~TTi dan Bukan Pegawai untuk melaksanakan

tll'.gas Y.,ang dilandalalga~i oleh Gubernur dan/atau atas nama
,ubernur sedangkan llliltuk Pimpinan dan Anggota DPRD
itandaklngani oleh Ket a dlPRD. ',

I I

~urat Perinlah p~rjala1\an! Dinas yang selanjutnya disingkat, SPPD
alah Sural Penntah e~da Pejabat atau Pegawai, Pimpinan dan

'nggota DPRD, PTT da'Jil Bukan Pegawai untuk melaksanakan
erjalanandinas. 'i "
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33.

32,

31.

30.
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28.

27.
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BAB II
,

JENIS, MAKSUD qANi TUJUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjal~nan dinas terdiri atas :.

a. Peria'anal'il D~nas Dalam Nfg~.ri; dan
o. Perjalanal'il Dlnas Luar NeQen.

Pasal 3

kunjungan persahab~an;
pendalaman bidang trknis; atau

c.1 melaksanakan tugas ~husus., ,
I

(2) P~rjalanan dinas dalam n~geri dalam rangka pendalaman bidang teknis
s1bagaimana dimaksud pfici<i ayat (1) huruf b, terdiri dari :
,j .

. i'

a.1 mengikuti rapat kerj~, seminar, lokakarya, konferensi, pertemuan
profesi dan sejenisnyf. ~ik regional maupun nasional;

b.l studi .banding unt~K mendapatkan masukan dalam rangka
peningkatan pelaksa1aall program kerja;

c. 'I kursus singkatlpelatih~n;,dan
d. pendidikan, baik penc\idil<lan gelar maupun non gelar.,

,
(1) P+rjalanan Dinas Dalam ~Elfleri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

h~ruf a dilakukan dalam r?l'lgka :
I :
I,

a.
b.

i
, '

CD

,

,CD

(3) P~rjalanan dinas dalafn rangka melaksanakan tugas khusus
sabagaimana dimaksud p~da ayat (1) huruf c, terdioi dari :

a.1 kunjungan dalam ra~gk<l kerja sama antar kota dan/atau antar
daerah; .

b.1 kunjungan dalam ran$ka:pengurusan r::engadaan/pembelian barang
danjasa;dan :

c.1 untuk memperoleh h~1 tertentu, ikut serta dalam Tim dan studi-studi
perencanaan di dala~ nE!geri.

,

Pasal 4

(1 ) P+;rjalanan Dinas Luar N~g~ri sebagaimana dimaksud dalam
hJruf b dilakukan dalam r$ngka :

•

Pasal 2

a.1 kunjungan per&ahabalan;,

b.1 pendalaman bidanQ ~eknis, yang bertujuan meningkatkan
pengetahuan dan wrwillsan yang menunjang atau bermanfaat
dalam penyelenggar~an· tugas pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kehiduparl masyarakat; dan

I .

c. i melaksanakan tugas ~husus.
I
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(2) )rjala~"!n din~s luar ne~erii dalam rangka pend~l~ma~ bidang teknis
stagalmana dlmaksud PFda ayat (1) huruf b. terdln dan:

i

I Pasal 5

(1) p~jalan8in dinas sebaga!ma/la dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4
dilakukan dengan persyaf1Cltan :

I

a.1 perja!ana:1 dinas/kediatan sangat diperlukan bagi kepentingan
negara/daerah; dan l

b.1 pengg\Jnaan biaya s~cari1 hemat, efisien dan efektif sesuai dengan
kebutuhan. '

a.1 mangikuti seminar. I kakarya, konferensi, pertemuan profesi dan
sejeni~ya yang di el€j1ggarakan oleh Mitra Kota/Daerah dan
OrgahisasVLembaga nte<rnasicnal; .

b.l studiban'ding unt k .memperoleh masukan dalam rangka
penirig,katan pelaksa aar\l tugas kedinasan;

C'I kurs4s singkatlpelatih 1'1: ,dan
d. pendjdikan, baik pen idikan gelar maupl,ln non gelar.

I
i

(3) P~rjalanqn dinas luar nG~ri fla1am rangka melaksanakan tugas khusus
sepagainilana dimaksud pfida ayat (1) huruf C, terdiri dari :

a.' kunjungan kerja sam~ al1jtar kota dan negara-negara sahabat;
b. peng~rusan bar.tuan taFii dan ke luar negeri;
c.' p~ng~rusan pengada l'lJij>embelian atau penjualan barang dan jasa

dl IUqr negen;
d'l ikut sll'rta dalam tim 4111.~tUdi-stUdi perencanaan di luar negeri; dan
e. melaksanakan tugas febagai Kafilah HajL

,

Pasal 7

. (2) PE,rjalanan dinas dala~ d:an luar negeri· yang dilakukan secara
ro bong~m paling ba~~ 5 (lima) orang termasuk pimpinan
ro bong~ul atau sesuai dpkumen pendukung.,

(3) J~'gka waktu pelakSana~/'lperjalanan dinas luar /'legeri sebagaimana
di ~ aksuq pada a~at (1 )~,alirlg lama 7 (tujuh) ~ari kecuali un~~k hal-hal
y ng sangat pentlng da~[atau t1dak memungklnkan untuk dltlnggalkan
difuktikan dengan dokumfnpendukung.

I Pasal 6
I

perjaltnan dinas sebagaiman~ dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tujuan :

a. mr,ningkqtkan pemaha~an" wawasan dan pengalaman mengenai
b1rbagai hal di bidang kedirasan pelaksana/peserta perjalanan dinas; dan

b. m~ningkatkan persahab~tan, dan kerja sama an~ara Daerah dengan
K1ta, Daerah dan/atau N1gana sahabat.

i BAB III,, .

I H~KDAN KEWAJIBAN
I ,

j !

!
I
i

I
,I'D
I
I
I. ,
I

: I
I

, I
, i

I

\
i
I
I

jQ)
,

(1) p+jabat. Pegawai, Pimp\nan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan
Plf9awai yang melaksanafal1l perjai::man dinas diwajibkan untuk :

I

!

i
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a

(1 )

!
,,

:Q)
i

Q)

a'!1 melaksanakan tugas fesllJai dengan tujuan perjalanan;
b., menghormati t~ta krara,; sopan santun da~ ad.at istiadatlkebiasaan

yang berlaku dl Daer<\h/~egara yang dlkunJungl; dan
c. I melal<sa,nakan, lap?rl dlri ~epada Kanto,r PelWakilan Republik

Indonesia (bagl perJalrrl8ln dtnas luar negen).

(2) p~abat. Pegawai, Pimp!nan dan Anggota DPRD, PIT dan Bukan
P :gawai yfjng melaksan~kan perjalanan dinas luar negeri sudah harus
k mbali eji tanah air setel~h berakhir masa tugas yang tercantum dalam
srat tugas. :

(3) Pi'abat, P,e,gaWai' PIT, d,4n aukan Pegawai yang melakukan perjalanan
di as' wajib membuatl~poJian tertulis mengenai hasil pelaksanaan
tu as/perJalanan dinas drn rnenyampaikan ke~ada Gu~ernur melalui

i retans Daerah denga~ tflmbusan Kementenan terkalt, Kepala Biro
K~ala D,aerah dan Kerj saJJJa Luar Negeri dan instansi terkait paling
la I'. bat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melaksanakan tugas.

(4) p~Jabat, Pegawai, PIT dl'n Elukan Pegawai yang melakukan perjalanan
di as sebagaimana dimasuq! pada ayat (3), bilamana diperlukan harus
m'mapankan hasil perja anan dinas di hadapan Gubernur dan/atau
p :abat lainnya. '

(5) P~jabat yang ditugaskan iUnt\Jk mewakili pejabat yang diundang dalam
rapgka menghadiri acara/fegiatan di dalam dan/atau luar negeri, maka
bifya yaFlg .diperolehnya! sesuai dengan jabatan yang melaksanakan
tu~as., '

Pasal 8
,

p~'jabat dan/atau pegaw;"yang mengikuti tugas belajar jangka panjang
bik pendidikan gelar m upun non gelar di luar negeri, diwajibkan
m nyampaikan laporan majuan pendidikan setiap semester kepada
G'P'bernur atau pejabat ya1l9 ditunjuk.

I '
I

(2) p~'jabat dan/atau pegaw,~li sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
m mbuatlaporan lengk phasil pendidikannya kepada Sekretariat
N i ara c.q. Kepala Bi I<erjasama Teknik Luar Negeri, Kepala
P lWakilan Republik InjOn~Sia setempat (bagi pendidikan di luar
n~geri) dan, Gubernur ela/ui Sekretaris Daerah dengan tembusan
di ampaikan kepada Badr,n IKepegawaian Daerah, Badan Pendidikan
d 11 Pelatihan dan Biro r.-epala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
PClling lannbat 7 (tujuh) ha~i s~telah selesai masa pendidikan., ,

Pasal 9

(1) Pe~jalanan dinas yang dil~kukan di luar Provinsi Banten dan Provinsi
Ja~a Barat dapat mengg~nakan transportasi udara.

(2) Trtnsport,aSi perjalanan ~!ings baQi Pejabat, Pegawai, Pimpinan dan
A ggotaDPRD, PIT dan ukan Pegawai sebagaimana dimaksud pada
ay t (1) dengan ketentua sebagai berikut:, ,

a. I,' GUber,nur, Wakil $uqernur dan Pimpinan DPRD dapat
menggtmakan Kelas Efksekutif;

b. i Pejabat Esalon I dapM nrienggunakan Kalas Bisnis; dan
c' l Pejabat Eselon II, III, ~V, V, Anggota DPRD, Non Eselon, PIT dan

\ BukaFl Pegawai meng~un:akan Kelas Ekonomi.



BAB IV

i
I

!
i
!

I

i

· "

Q)

Q)

9

i '

(3) U~tUk transportasi perjal~nPJ? dinas ke Provinsi Banten dan Jawa Barat
dqpat rnenggunakan Ker1ta ~pilBus/Minibus dengan ketentuan sebagai
b~i"ikut: '

I '
a.'\ Gubernur, Wakil GUb\3rnpr, Pimpinan dan Anggota OPRO, Pejabat

Eselon I dan II dapat rel'lggUnakan Kelas Eksekutif; dan
b., Pejabat Eselon III, 11', VI, Non Eselon, PTI dan Bukan Pegawai

1 menggunakan Kelas ~isnis.

I

Pasal 10
,

p+rjalanan dinas aga~ diupayakan menggunakan perusahaan
p~ne(bang:an nasional fep>;anjang pada jalur perjalanan tersebut
tefdapat penerbangan na~iQl:ial.

,,
Pasal 11

j

Ai"bila lokasi tempat tUj~an perjalanan dinas berada di luar Ibukota
P . vinsi yang lokasinya ,erpencil dan tidak tersedia angkutan umum,
d pat menyewa kendaraaJn setempat.

I

Pasal 12

O~lam hal penyewaan ~en~araan bagi. Pejabat, .Pegawai, PTT dan
B an Pegawal yang rre1fkukan perjalanan dlnas dalam negen,
m ,nyesuaikan dengan p~o~dur dan ketentuan peraturan perundang-
u pangan. '

!

I?EMBIAYAAN

Pasal 13
I

(1) pJrjalanan dinas dapat dilak.lJJkan apabila terscdia dana/anggaran yang
c~kup. ' ,

(2) sJmber dana untuk pem~;iaYiaan perjalanan dinas dapat diperoleh dari
A~garan Pendapatan dap Belanja Negara (APBN), Anggaran
Pfdapatan dan Belanj ~erah (APBO) dan/atau dari sumber lain
ylhg sahd:an tidak mengi at.'

I : Pasal 14

(1), p~Jabat, P€gawai, Pim~iinar} dan Anggota DPRD, PTI dan Bukan
Pttpawai yang ditugaska untuk melakukan perjalanan dinas, diberikan
biaya perjalanan dinas ya gterdiri atas :

a.1 Perjalanan dinas dalafn negeri :, ,

1. biaya transportasifperJalanan pulang-pergi;
2. airport tax; :
3. uang harian yang !mencakup biaya uang makan, uang saku dan

transpartasi lakal; fdarn
4. biaya penginapan!
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d

1. biaya transportasjlPef.jalanan pUlang-pergi;
20 liisa, airport tax, 9suriansi perjalanan; dun
3. uallg harian yan~ rT\encakup biaya penginapan, uang makan,

uang saku dan tr~nsportasi loka!.

Col BiaYa transportasi Jfri t~mpat asal ke daerah/kota tujuan dan
kem~ali ke tempat ara!;, visa, airport tax dan asuransi perjalanan
dibayarkan sesuai dergan biaya riil;

Biaya transportasi urtu~ tujuan Kabupaten/Kota wilayah Provinsi
Jawa Barat dan Prpvimsi Banten dihitung secara ratalflat dan
dibayarkan secara IfJlT<lpsum, yang besarannya sesuai dengan
ketentuan yang berla~u; .,,

eol BiaYa penginapan peba~nan dinas dalam negeri dibayarkan sesuai
biaya riii, sedangkan ~ang harian dibayarkan secar lumpsum; dan

, ."'

Uang Harian perja'4nan Dinas Luar Negeri dibayarkan secara
lumpsum.

bot Perjalanan dinas luar!negeri :
,
i

CD
i

.abila tidak mengg na!<an fasilitas penginapan/hotel, biaya
agairmana dimaksud ad~ ayat (1) huruf n angka 4 dapat diberikan
asar 30% (liga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan

s~uai demgan kelenlua y~ng berlaku dan dibuktikan dengan sural
p 'rnyalaplil sebagaimanfurcantum dalam Lampiran II Peraturan
G ' bernur inL

I
Pasal 15

i
A~.abila p,irnak pengUnda~g/~enYelenggara sudah menanggung seluruh
k mponen biaya perjal 1l8fl dinas, mak::3 yang bersangkutan tidak
rn .. ndapatkan biaya tam ahan dari Anggaran Pendapalan dan Belanja
Derah (APBD)o '

Q) Pasal 16

IS!i/SUall'li Gubernur, ~'akll Gubernur d::3n Kelua DPRD apabila
Il'l 'nyertaiperjalanan din s dapal diberikan biaya lransportasi pulang
p 'rgi, visa, airport tax da asuransL .

Pasal 17
i,

(1) B'Iya perjalanan dinas l sebagaimana dill1aksud dalam Pasal 14
di erikan dalam benlukl mala uang rupiah dan dapal dibayarkan
s belum perjalanan dina~ dilaksanakano

(2) A;abila perjalunan din$s bersifal mendesak dan harus segera
dJ aksanakan, sementar~ bipya perjalcman belum dapal dibayarkan,
m ka biaya perjalanan finas sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dtpal dibayarkan selelah lPerjalanan dinas selesai dilaksanakano

I .
Pasal 18

(1) B~Oya pe~jalanan dinas b~gi petugas/kafilah haji diberikan dalam bentuk
p kel yang ditelapkan qengan Kepulusan Gubernur tersendiri yang
te diri dari : :



BAB V

i,
I
i,
i

1
J

!

I

I
I

CD

,CD

1~

,,
a. BJaya penye,enggaraai' ,Ibpdah Haji (BPIH) sesuai tarif yang berlaku;
b. honorarium/uang sak ,slpsuai kemampuan keuangan daerah;
c. biaya obat-obatan, ak~ian seragam dan perlengkapan sesuai

dengflll kebutuhan; I
d'l. biaya' penataran petu~asi dan
e. biaya Clperasional sel,ma berada di Saudi Arabia.

,

(2) p~,ngurusan biaya seba~laiPljlana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
01 'h Bin:p' Pendidikan d 1'1 lMental Spiritual dengan memperhatikan
ktentuarn peraturan p ru~dang~undangandi bidang pengelolaan
k uangarn daerah. "

. i
(3) p~,mbiaYi;1an Pejabat, ~e~wai dan/atau Bukan Pegawai yang

di~gaskqn: dalam rangka nf'el)yelenggaraan Ibadah Haji, dibebankan
p I:la Biro Pendidikan da N1~ntal Spiritual.

,
I,
i,
i

PROS~OU!R PERJALANAN OINAS
. ,
I ! Pasal 19
I

(1) p~jalanan dinas dapat ~i1aiksanakan setelah mendapat persetujuan
teruliS dari :

a.! Gubernur untuk peja~at ~selon I, eselon II dan Pimpinan BUMO;
b.1 SekrE;tpris Oaerah un~uk Pejabat eselon III ke bawah, Pegawai, pn

, dan Bu'kan Pegawai. I, ', .

(2) U¥Uk me"dapat persetuju~n tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
K~ala SKPO/UKPO at~+ Rimpinan BUMO mengajukan permohonan
s~~ara tertulis kepada GUgernurlSekretaris OafJrah, dengan melampirkan :

, ,

a'I' nama,' NIP/NRK, g910l'\gan dan jabatan bagi Pegawai yang
ditug:;lskan atau nam~ dan pekerjaan bagi Bukan Pegawai;

b. tujuan dan tempat pelpks~naan kegiatan;
c. jadwql pelaksanaan kr9iatan;
d. manf~al; ,
e. undan,gan atau sural ~esftldiaan menerima delegas:;
f. Keramgka Acuan Kegi~tan (KAf5); dan
g. sumb'er pembiayaan. ' ..,

I '

(3) pf.,lrmOhoran secara tert~listlang diajukan kepada Gubernur dan/atau
S 'retaris Oaerah sebapa,i,Jinana dimaksud pada ayat (2) dengan
k tentuan : I

a.1 14 (empal belas) harj kerja sebelum tanggal keberangkatan untuk
perjalahan cjinas dalar n~geri; dan

b.1 30 (t\ga puluh) hari fe~ sebelum tanggal keberangkatan untuk
perja~anan dinas luar regeri.

,
, Pasal 20

S!'iap p,erjalanan dina~ hfirus disertai dengan Surat Perjalanan
OJ 'as/Surat Keteranganl tl~l Tugas dari Pejabat yang berwenang
d ngan ketenluan sebag i b*ikut :

,
,
!



Pasal 21

, ,

Q)

Q;.

1~

a, I Sura~ Perjalanan Di*!s/{lurat Keterangan Jalan untuk Gubernurl
Wakil <;;ubernur ditan a.tl:jngani oleh Sekretaris Daerah;

b.! Sura(TJJgas untuk Se $t~ris Daerah ditandatangani oleh Gubernur;
c. Surat Tugas untuk D~pllti Gubernur ditandatangani oleh Sekretaris

Daerah atas nama G~ber\nur;
d, I Surat lfugas untuk p~'ab<3't Eselon II ditandatangan,i oleh Sekretaris

Daerah; dan .' .
e, i Surat Tugas untuk Pe ab<lt Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Pegawai,

PTTclan Bukan PegajNaPditandatangani oleh Asisten Pemerintahan
Sekretaris Daerah ataF rl?ma Sekretaris Daerah, .

;

;

iJabat, Pegawai, PTT i dan Bukan Pegawai dj Iingkungan Kota
, inistrasi dan Kabu~atEjn Administrasi yang akan melakukan

p rjalanan dinas, usulan Rermohonannya diatur sebagai berikut :

a.! usulan permohonan Iperjalanan dinas di lingkungan Sekretariat
Kota/ki'lbupaten Adn;ini~trasi ditandatangani oleh Walikota atau

. Bupati; atau .
b.1 usulan permohonan pe~jalanan dinas di lingkungan Suku Dinas,

I Unit Kerja pelayan~ lpaerah 'dan Kantor ditandatangani oleh

I
Kepala Dinas dan K pal<l Badan yang tembusannya disampaikan
kepada Walikota atau Bupati yang bersangkutan.

I
Pasal 22

S~'tiap Pejabat, pegaw~1 i, Pimpinan dan Anggota DPRD yang
m '.Iaku!<an perjalanan di as i1uar negeri wajib menggunakan dokumen
p rjalanandinas yang me iputi :

a'j suratizin pemerintah; i

b. paSPGlr dinas; ,
C'I exit per.mit; dan ~
d., visa sesuai den£an k~ten~uan peraturan perundang-undangan.

!
I Pasal 23

p~.abat dan Pegawai dal~.m;rangka pendidikan/tugas belajar di dalam
dilluar negeri, diatur ter~e.ncliri sesuai ketentuan yang berlaku.

: Pasal 24
I

(1) p!ljabat, Pegawai, Pimprarj dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan
P ~awai y;3ng ditugaskap 91eh Pemerintah Daerah harus mendapat
p 'setujuan dan/atau fur.~t tugas dari pimpinan yang diberi
k ' enangan untuk menanda~angani surat tugas.,

(2) B;dasarkan persetujua~'atau surat tugas pimpinan sebagaimana
dj , aksud pada ayat (1), ej;jala SKPD/UKPD selanjutnya mener.bitkan
S PD s6$,uai format s ba:gaimana tercantum dalam Lamplran 1
p~raturan Gubernur inL '

(3) S PD untuk Kepala ~KPD/UKPD ditandatangani oleh Kepala
S PD/UKPD. ,

(4) S~'PD untuk Gubernur, fNa~i1 Gubernur, Sekretaris Daerah, Deputj
G ibernur, Asisten Sekr~anjs Daerah dan Asisten Deputi Gubernur
di . ndatangani oleh KepCjla Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar
N~gerL ;

I
I



(1 )
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i
(5) S,PD untl:Jk Asisten Se~l;ltaris Daerah dan Asisten Deputi Gubernur

y .9 disertai Pejabat, Pe w~i, PTT dan Bukan Pegawai ditandatangani
01 'h Kepala SKPD/UKPD pemohon perjalanan dinas.

I
! Pasal 25,

(1) G~bernur dapat membe~1tu~ Tim Penyaring Perjalanan Dinas Luar
N~eri YFlmg anggotany ~rdiri dari SKPD terkait dan ditetapkan
drgan K!~putusanGUber, Uf.

(2) Tr Penyareing Sebagaima~a dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a.. mene;,.rim..a berkas D~r!1on.'onan perjalanan dinas ke luar negeri yang
telah dldisposisi oleh lJiQernur dan/atau Sekretaris Daerah;

b.1 menQ,a;dakan peneli ami mengenai urgensi perjalanan dinas,
kelenpJi;.apan persyar t~nya, sumber anggaran serta menyiapkan
kons~p nota dinas t~targ saran pertimbangan kepada Gubernur
dan/Cltau Sekretaris D er h; dan .

c.1 menYFmpaikan . hCls I fe'aahan kepada Gubernur dan/atau
Sekretaris Daerah un~Uk'(Hjadikan bahan pertimbangan.

,
I?asal 26

I

P!ialana;.n~ dinas dalam ~aRi luar negeri untuk Pimpinan dan Anggota
D ,RD C\iatur sesuai drmgan prosedur dan ketentuan peraturan
p rundan;g,undangan. ,

(2) .pjI;Pinan: dan Anggota Df•. Rlf dapat dibei'ikan fasilitas transportasi da;n
p InginapaR sesuai dengarke;tentuan peraturan perundang-undangan.

i ' Pasal27
i .

(1) S~rat TUQlas Perjalanan ~iMs untuk Ketua. DPRD ditandatangani olsh
s9lah seqrang Pimpinan QP~D. .

!
(2) S fat TU9~s Perjalanan ~il'\itS untuk Wakil Ketua dan Anggota DPRD

. di i;lndatangani oleh Ketu1 DPRD.

(3) S retari?t DPRD bertu~as, memproses dokumen perjalanandinas
u tUk Pimpinan dan Anpglclta DPRD. baik perjalanan dinas dalam
n geri mq.Upl1n luar neger/.

Pasal 28

P :abaUR~awai yang peJ1ugas pada Sekretariat DPRD, apabila
di gaskan dan/atau ap~bila menyertai/mengikuti perjalanan dinas
Pi. pinan dan/atau Anggetai DPRD. maka prosedur perjalanan dinas

. m .ngacu pada ketentuar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
s mpai dengan Pasal 22. .

Pasal 29

Pt,jalanan dinas' yang dilClk!?anakan oleh Pimpinan dan/atau Anggota
Dr.~D at<ls prakarsa SK~D.: maka biaya perjalanan dinas dibebankan

.P1da anggaran perjalanat) dimas SKPD yang bersangkutan.
I

Pasal 30

P¥Jalanan dinas yang dil*ukan oleh Pejabat dan Pegawai atas'
pT.karsa DPRD, maka! bi~ya perjalanan dinas dibebankan pacta
a'lggaran belanja perjala~an dinas DPRD.

I ,
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BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Pejabat atau Pegawai yang akan melakukan perjalanan di dalam dan
ke luar negeri dalam rangka cuti, berobat dan lain-lain, izin
perjalanannya dari atasan langsungnya.

Pasal 32

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku pUla bagi
Pejabat, Pegawai instansi lain atau Bukan Pegawai yang ditugaskan
oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

CD

Q)

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 120 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar
Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahf,an pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Septembp; 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2Desember 2013

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TId.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 72041

~~;;~s~e~suai dengan aslinya
~ SEKRETARIAT DAERAH

SUS IBUKOTA JAKARTA,
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Lampiran I ; Peraturan GUbernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 107TAHUN 2013
Tanggal 16 September 2013

Q:;.

QJ

75:UJ-.....:::-;;::.--
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Nomor

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah ----
2. Nama/NIP Pegawai ditugaskan

-'.," .. ----" _.-
3. a. Pangkat dan golongan ruang gaji menurut a.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997
b. Jabatan/Instansi b.
c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas c.

- -
4. Maksud Perjalnnan Dinas

~Iat transportasi yang dipergunakan
------- ...

5.
-

6. a. Tempat berangkat a.
b. Tempat tujuan b. --

7.. a. Lamanya perjalanan dinas a.
b. Tanggal berangkat b.
c. Tanggal harus kembali c.

8. Pengikut: Nama PangkatlGolongan Jabatan
1.
2.

3.
4.

9. Pembebanan anggaran
a. Instansi
b. Mata Anggaran

10. Keterangan lain-lain:

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

Kepala ...............................................
..........................................................

..........................................................

......................................... , ................
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Q;.

Q)

I.

II. Tiba di
Pada tanggal
Kepala .

( )

III. Tiba di
Pada tanggal
Kepala .

( )

IV. Tiba di
Pada tanggal
Kepala .

( )

Berangkal dari
(tempat kedudukan)
Pada tanggal
Ke
Kepala .

( )

Berangkat dari
(tempal kedudukan)
Pada tanggal
Ke
Kepala ..

( )

Berangkat dari
(tempat kedudukan)
Pada tanggal
Ke
Kepala .

( )

Berangkat dari
(tempat kedudukan)
Pada tanggal
Ke
Kepala .

( )

I V. Tiba di Berangkat dari :
Pada tanggal (tempat kedudukan)
Kepala Pada tanggal

Ke
Kepala ..

( ) ( : )

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TId.

JOKOWIDODO
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Lampira:l II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 107 TAHUN 2013
Tanggal 16 September 2013

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP
Jabatan
Tempat Tugas

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan Sural Tugas/SPPD Nomor " ".
Tanggal , saya tidak menggunakan fasililas penginapan/holel.

Q;,

rf'.
~,I

Demikian surat pernyataan ini saya bual dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari
ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia
diproses sesuai dengan kelenluan hukum yang berlaku.

Jakarta, " .. ""." ..

Yang membuat pernyataan,

Bermeterai

( )

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO


